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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari pemapaparan tersebut bisa disimpilkan yaitu, jual beli tanah hak 

pakai yang kemudian dilakukan oleh masyarakat desa nanga tumpu lebih 

banyak menggunakan hukum adat dibandingkan jual beli tanah hak  pakai 

menggunakan Peraturan-Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai atas 

Tanah, hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat disana menjadi 

kurang atas pemahaman terhadap undang-undang tentang pertanahan.  

Kemudian untuk legalitas atas tanah hak pakai yang kemudian 

masyarakat desa nanga tumpu perjualbelikan tersebut memang sebagian 

memiliki legalitas tetapi tidak sedikit juga yang belum memiliki status yang 

jelas atas tanah hak pakai tersebut. hal inilah yang kemudian menjadi masalah 

yang harus diselesesaiakan oleh pemerintah setempat. 

B. Saran  

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai jual beli tanah hak 

pakai Di Desa Nanga Tumpu Kec. Manggelewa Kab. Dompu, tersebut dibagi 

menjadi 3 (tiga) saran adapun saran penulis, yaitu:  

1. Perlu adanya penyuluhan hukum dari Pemerintah setempat yang 

berkaitan dengan Pertanahan, hal ini dilakukan agar masyarakat 

dapat memahami dengan jelas bagaimana proses jual beli Tanah 

hak Pakai dengan benar sesuai dengan Undang-Undang yang 
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berlaku (Peraturan-Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak 

Pakai Atas Tanah). 

2. Penerapan sanksi hukum yang terdapat di dalam Pasal 385 Ayat (1) 

KUHP yang berbunyi: diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat (4) Tahun: barang siapa dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, 

menukarkan atau membebani dengan sesuatu hak tanah yang belum 

bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut 

mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. seharusnya pada Pasal 

tersebut harus diterapkan dengan benar oleh pemerintah supaya 

dapat memberikan efek jera kepada para pelaku atas jual beli tanah 

hak pakai yang belum memiliki legalitas yang jelas. 

3. Pemerintah Desa Nanga Tumpu harus mempunyai aturan hukum 

yang jelas untuk bagaimana mengatasi persoalan sengketa tanah 

tersebut. hal ini dilakukan agar ketika terjadi sengketa tanah di 

tengah masyarakat maka akan memepermudah dalam proses 

penyelesaiannya hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam hal ini juga 

masyarakat harus bisa menerima serta menaati aturan hukum yang 

kemudian disepakati bersama tersebut supaya dalam pelaksananya 

bisa berjalan sesuai yang diharapkan. 
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